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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat 

dirumuskan Kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksaaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 

Negeri Painan merupakan salah satu upaya mewujudkan proses 

penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. 

Meskipun telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pelaksanaannya masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman para pihak, 

keterbatasan mediator, dan rendahnya motivasi untuk berdamai. Namun, 

dengan upaya peningkatan kualitas mediator, sosialisasi kepada masyarakat, 

serta perbaikan sarana dan pengawasan internal, mediasi dapat menjadi 

sarana yang efektif dalam mencapai keadilan restorative dan mengurangi 

beban perkara di pengadilan. 

Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Painan intinya 

sama dengan di pengadilan negeri lain, hal tersebut di karenakan merujuk 

pada kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Termasuk juga dengan adanya Perubahan 

P eraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di 

Pengadilan secara Elektronik. Mengenai tahapan proses mediasi Hakim 

pemeriksa perkara akan menyampaikan kepada para pihak agar dilakuakn 

mediasi, untuk perkara-perkara tertentu yang memang memungkinkan 



dilakukan mediasi. Kemudian dilakukan pemilihan mediator, baik mediator 

hakim maupun mediator non hakim yang sudah bersertifikat yang ada di 

Pengadilan Negeri Painan yang semuanya di serahkan kepada semua pihak. 

Kalau para pihak menghendaki sendiri maka dipilih, kalau tidak 

menghendaki atau tidak mempunyai mediator tersendiri maka diserahkan 

kepada Majelis hakim pemeriksa perkara untukmenunjuk mediator. Setelah 

itu ditunjuk mediator, kemudian Panitera pengganti akan menyampaikan 

kepada Mediator mengenai perkara yang akan di mediasi, dipertemukan 

Mediator dengan para pihak, selanjutnya dilakukan mediasi. 

2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata di 

Pengadilan Negeri Painan dan Solusinya, terdapat beberapa kendala utama 

yang dihadapi, antara lain adalah Rendahnya kesadaran dan kemauan para 

pihak untuk berdamai, karena sebagian besar pihak lebih memilih putusan 

hakim. Kurangnya kualitas dan jumlah mediator yang bersertifikat dan 

memiliki kemampuan komunikasi serta negosiasi yang baik. Waktu 

pelaksanaan mediasi yang terbatas sehingga tidak cukup untuk menggali 

kesepakatan secara mendalam 

Adapun Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala 

tersebut adalah Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 

mengenai manfaat mediasi sebagai penyelesaian sengketa yang cepat dan 

efisien. Meningkatkan kualitas mediator melalui pelatihan dan sertifikat 

berkelanjutan dan Memberikan ruang waktu yang lebih fleksibel dan 

pendekatan yang lebih harmonis dalam proses mediasi agar para pihak 

merasa lebih nyaman dalam mencapai kesepakatan damai.   



3. Upaya yang di lakukan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan Proses 

Mediasi di Pengadilan Negeri Painan, yaitu dengan Menunjuk mediator 

bersertifikat baik dari lingkungan internal maupun eksternal pengadilan. 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Mediasi dengan Menyediakan ruang 

mediasi yang layak untuk mendukung kenyamanan proses mediasi.  

Peningkatan Kapasitas Mediator, dan Sosialisasi dan Edukasi kepada Pihak 

Berperkara. Mengawasi dan Mengevaluasi jalannya proses mediasi sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Serta 

Mendorong hakim dan para pihak untuk mengutamakan penyelesaian 

sengketa melalui mediasi demi efisiensi waktu dan biaya. Meskipun 

keberhasilan mediasi belum maksimal, langkah-langkah ini menunjukan 

komitmen Pengadilan Negeri Painan dalam mendukung penyelesaian 

sengketa secara damai dan efektif.  

B. Saran 

1. Meningkatkan Efektifitas Prosedur Mediasi, Pengadilan Negeri Painan 

diharapkan lebih mengefektifkan alur pelaksanaan mediasi sesuai Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, termasuk memastikan setiap perkara perdata melalui tahapan 

mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Peningkatan 

Kualitas SDM Mediator, Optimalisasi Jadwal Mediasi, Peningkatan 

Fasilitas Penunjang dan Pencatatan dan Pelaporan Hasil Mediasi yang 

Transparan. 

2. Mengenai kendala-kendala yang masih ditemui dalam Pelaksanaan mediasi 

perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan yaitu dengan Meningkatkan 



Kesadaran dan Kemauan Para Pihak, Pengadilan Negeri Painan bersama 

Aparat Penegak Hukum terkait sebaiknya melakukan Sosialisasi secara 

rutin kepada Masyarakat tentang manfaaat mediasi sebagai sarana 

penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berkeadilan, sehingga para 

pihak tidak hanya memandang mediasi sebagai formalitas. Perbaikan 

Komunikasi dan Pendekatan Mediator, Evaluasi Berkala Terhadap Proses 

Mediasi, dan Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Mediator Non-Hakim, 

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah mediator, Pengadilan Negeri Painan 

dapat bekerja sama dengan organisasi profesi dan lembaga mediasi 

independen dalam menyiapkan mediator non-hakim yang bersertifikasi, 

sehingga beban hakim mediator dapat berkurang dan mediasi dapat 

dilaksanakan lebih optimal.  

3. Diharapkan dengan adanya Perluasan Kerja sama dengan Mediator 

Eksternal, Pengadilan dapat memperluas jaringan kerja sama dengan 

Lembaga mediasi atau mediator eksternal profesional guna menambah 

pilihan mediator yang kompeten. Pengadilan perlu terus mendorong 

peningkatan kualitas mediator internal dengan memberikan pelatihan 

berkelanjutan agar mediator memiliki keterampilan komunikasi, negosiasi, 

dan empati yang baik. Mengintensifkan Program Sosialisasi Mediasi, 

Pengadilan Negeri Painan diharapkan terus meningkatkan frekuensi dan 

kualitas sosialisasi kepada Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan 

kalangan advokat tentang prosedur mediasi dan manfaatnya, sehingga 

semakin banyak pihak yang memilih menyelesaikan sengketa melalui 

mediasi. Penguatan Pengawasan Internal terhadap Proses Mediasi dan 



Peningkatan Fasilitas Penunjang Proses Mediasi, Pengadilan diharapkan 

melengkapi fasilitas mediasi dengan ruang mediasi yang nyaman, sistem 

pencatatatn yang tertata, serta sarana multimedia yang mendukung 

kelancaran proses mediasi. 
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